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WALIKOTA TUAL 

PROVINSI MALU'KU 

PERATURAN WALIKOTA TUAL 

NOMOR 3 TAHUN 20LT 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SET!AP DESA 
KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2017 

' 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

WALIKOTA TUAL, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (l] Peraturan Pemerintah 
Noror 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah diubah terkahir dengan Peraturan 
Pemerintah Noor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraruran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, wahkota Tual menetapkan rncian Dana 
Desa untuk setiap Desa 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, pcrlu ditetapkan Peraturan Walikota Tual 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana 
Desa Setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2017. 

I. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tehun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat i Dalar Wilayah 
Daerah Swantantra Tingkat ! Maluku (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor l li ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1545], 

2. Undang -Undang omor !7 Tahun 2003 tentang euangan 
Negara (Lmnbaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang 
Perbendaharaan 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Negara (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355]; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400], 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tamnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

Undang-Ur.dang Nomor 31 Tahun 2007 tenteng 
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4747), 

7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Noor 82, 
Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5231); " 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Norr 5494%, 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa 

(Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 Tarubaban Lembaran Negara Repablik Indonesia 
Nomor 5495 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia R~publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

' , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 
Indonesia Nomor 5587) scbagaimana tclah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Republk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Repubhik 
Indonesia Nomor 5679; 

11.  Peraturan Pemerintah Noor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
. , 

fahun 2005 Noror 137, Tambahan Lembaran egara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

6 

, , 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem.baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578]; 

' 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara sebagaimana telah diubah terakhir dcngan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OI7 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Pemerintah Nmo 60 Tahun 2014 ten:ang 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang bersumber dari Angganan Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 57, Tambahan Lembarman Negara Republik Indonesia 
Nomor 3864) 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
' Perubahan Atas Peraruran Pemerintah Noror 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaman Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717) 

15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian 
Agg~ran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 253); 

16. Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 13. Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedu 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Bernita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310¥ 

17. Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Fengelolaan Keuangan Desa [Bcrita Negara 
Republik Indonesla Tahun 2014 Nomor 2093) 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomnor 2036], 

19. Peraturan Menteni Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 99 TghLn 2016 tentans 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 
(Berita Negara Republtk Indonesia Tahun 201 6 Nmor 
297; 

20. Perat~ran Menteri Dalarm Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2017 

. ' 



Menetapkan 

21. Peraturan Menteri Keuangan Noor 112 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyahuran, 
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Benita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883], 

22. Peraturan Daerah Kota Tua! Nomor 03 Tahun 200 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kcuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomar 06 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Kot 
Tua] Nomor 03 Tahun 2909 tentang Pokol-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Tahu 2014 Noror 07, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor 2017; 

23. Peraturan Daerah K~ta Tual Nomor 02 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Kota Taal; 

24. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera.h 
Tahun Anggara 2017. 

MEMU'TUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 

DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI 
KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2017 

BAB I 

ETENT'UAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

I Daerah adalah Daerah Kota Tual 

2. Pemerir.tah Daerah adalah Walikota Tual dan Perangkat Daerah Kota Tual 
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah; 

3 Walikota adalah Walikota Taal; 

4. Wakil walikota adalah Wail Watikota Tual; 

5. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Daerah Kota 
Tua! dan Sekretariat DPRD Kota Tual; 

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain 
selam;utnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
meriliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 



dan dihormati dalam sistem pemerintaban Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, 

7 Dar.a Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalu 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaar 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemcrintahan Desa, 

9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam 
Negeri, 

10. Anggaran Fendapatan dan Belanja Dess, yang selanjutnya disingkat APB 
Dess, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa 

BAB ll 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

Pasal 2 

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Tual Tahun /nggaran 2017 
sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan 
berkeadilan berdasarkan: 
a. alokasi dasar, dan 
b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, 

angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap 
Kota 

Pasal 3 

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasai 2 huruf a, dihitung 
berdasarkan alokasi dasar per Kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah 
ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden 
Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2017 

Pasal 4 

Alkasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka 
kemiskinan, luas wilayah, scbagaimana dimaksud pada Fasal 3 huruf b yang 
bersumber dari kementerin yang berwenang dan/atau lembaga yang 
mienyelenggarakan urusan peerintahan di bidang statistik, 

Pasal 5 
Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasa] 4 
dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: 



l 

W - (0,25 3Z1) +(0,35 x Z2) + (0,10 23) + (0,30 24)] (DDkab/kota 
ADkab/kota) 
Keterangan 
w = D an a  Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka 
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesultan geografis Desa setiap Kota 
I =  rasiojurlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional 
2 =  rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin 
Lesa hasional 
73 =  rasio las wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin. Desa 
nasional 
Z4=rasiolKG Kota terhadap total IKG Kota yang mer.iliki Desa 

DDkab/kota" pagu Dana Desa Kota 
ADkab/kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jurlah Dcsa dalam KOta 

. . 

Pasal 6 

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 
disusun dan ditctapkan oleh. Walikota berdasarkan data dari kementerian yan~ 

« 

berwenang dan/~tau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemcrintah di 
• 

Pasai 7 

Penetapan Rincian Dana Dcs ntuk setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 
2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Tual ini. 

BAB III 

PENYALURAN DANA DESA 

Pascal 8 

(1] Penyaluran Dana Dcsa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari 
Rekeing Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. 

(2) Pemindahbukuan dani Rekening Kas Umur Daerah ke Rekening Kas U/mum 
Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa 
diterira di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyeluran 
telah dipenuhi. 

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertah~p: 
a. tahap I p~da bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus}; dan 
b. tahap ll pada bulan Agustus scbesar 40% (empat puhuh perseratus], dan 

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa 
mehyampaikan 
a. p~raturan Desa mengenai APB Desa kepada Walikota 
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya 
Kepada Walikota paling lambat minggu kedua Bulan Pebruari 

bidang statistik 



(5j Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa 
menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap yang 
menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% 
(lima puluh per seratus) kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan 
Juli. 

BAB IV 

PENGGUNAAN DANA DESA 

' 

Pasal 9 

(1]Dana Desa dipriornitaskan untuk membiayai pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat yang meliputi 
a. Bidang Pembangunan Desa ditujukan untuk meningkarkan kesejahteraan 

masyarakat Desa, pemingkatan kualitas hidup manusia serta 
penanggulangan keriskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa 
diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, 
antara laun 
l. engadaan, pembangunan, pengerbangan, dan pereliharaan sarana 

prasaran.a dasar untuk pemcanuhan kcbutuhan: 

• 

2. Pengadaan, pembangunan, pergembangan, dan pemeliharaan sarana 
prasarana pclayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 
ta] kesehatan masyarakat; dan 
(b) pendidikan dan kebudayaan 

' 
3, Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemehiharaan sarana 

prasarana ekonomi untuk mewujudkan Laumbung Ekonomi Desa yang 
mehiputi 
(a] usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan 

pangan 
(b) usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada 

kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang melipun aspek 
produksi, tdistnibusi dan pemasaran, dan 

(c) usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada 
kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang mcliputi aspek 
produksi, distribusi dan pemasaran 

4, Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 
prasarana lingkungan untuk pcmcnuhan kebutuhan 
(a] kesiapsiagaan menghadapi bencane alam 

(b) penanganan bencana alam 
(c) penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan 
(d) pelestarian lingkungan hidup 

(a) lingkungan pemukimar, 
(b] transportasi; 
(c) energi; dan 
d) informasi dan komunikasi 



5. Pengadaani, pembargunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 
prasarana lamnnya yang sesuai dengan kcbutuhan Desa dan ditetapkan 
dalar Musyawarah Desa 

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat ditujukan untuk meningkatkan 
kapasitas dar kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan 
potensi dan sunberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi 
dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang 
diprioritaskan, antara lain: 
I peringkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan an pengawasan pembangunan Desa, 
• pengembangan kapasitas masyarakat Desa; 
3. pehgembangan ketahianan masyarakat Dess; 
4. pengembangan sister informasi Desa; 

5. dukungan pengeiolaan kegiatan pclayanan sosialdasar di bidang 
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta 
pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa 
penyandang disabilitas; 

6. dukungan pengelolaan egiatan pelestarian lingkungan hidup; 
7 dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencanaalam, penanganan 

bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya, 
8. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang 

dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDea Bersama, 
9. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok mnasyarakat 

koperasi dan/atau ienbaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; 
10. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan 

pihak ketiga; dan 

1I. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai 
dengan analisa kebutuhan Desa da ditetapkan dalam Musyawarah 
Desa 

(2) Dana Desa dpat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk 
daiamn prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimiakssud pada ayat [l) 
setelah mendapat persetujuan Walikota; 

(3] Persetujuar Walikota scbagaimana dimaksud dalam ayat [2 diberikan pada 
saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa 

Pasal 10 

(I Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. 

(2) Pemerintah daerah dapat melakukani pendampingan atas pcnggunaan Dana 

Dcsa 

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibenankar. pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer~ah 

• 



BAB V 

PELAPORAN DANA DESA 

Pasal 11 

(I] Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan 
laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Laporan Realisasi 
Henggunaan Dana Desa Tahunan kepada Walikota. 

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaiman 
dimaksud pada ayat (lj dilakukan dengan ketentruant 
a. Tahapl paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan 
b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu 

keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya 

BAB VI 

SANKS 

Pasal 12 

(1) Waljkota menunda 'penyaluran Dana Desa, dalam hal: 
' . 

a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13, 

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 
30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan 
/atau 

c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah 
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (l) 

huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran 
berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun angparan sebeiumnya 

(3) Dalam ha Sisa Dana Desa di RD tahun anggar~n sebelumnya lebih besar 
dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana 
Desa tahap I tidak dilakukan 

(4) Penundaanpenyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud paca ayat [l] 
huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, schingga Sisa Dana Desa di 
RKD menjadi paling tinggi sebcsar 30% (tiga puluh perseratus] dari anggaran 
Dana Desa tahun anggarap sebelumnya. 

[5] Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD 
·tahun anggaran sebelumnya masih besar dari 30% (tga puuh perseratus), 
penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disalurk~n bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap ll 
' . 

Pasal 13 

[I]Walkota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal 

a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasai I4 ayat (l ) huruf a telah 
diterima, dan 

b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsion~al daerah 



(2) Dalar hal pcnundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal I4 ayat (1} berlangsung sampai dengan bulan Nopember tahun 
anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan 
menjadi Sisa Dana Desa di RKUD 

(3 Walikota memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai 
Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
selambat-lambatnya akhir bulan Nopember tahun anggaran berjalan dan agar 
dianggarkan kembali dalam rancang~n APBDesa tahun anggaran berikutnya. 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa! 14 

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka peraturan Walikota Tual Nomor Ol 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa 
Stiep Desa Kota Tua Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku lagi. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundongan Peraturan 
Walikota ini dengan menetpatkannya dalam Berita Daerah Kota Tual. 

Ditetapkan di Tual 

pada tanggal 27 Oktober 2017 

Diundangkan di Tual 

Pada tanggal 27 Oktober 2017 

H KOTA TUAL 

KOTA TUAL TAHUN 2017 NOMOR 



LAMPIRAN PERATURAN WAIIKOTA TUAL 
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